Menimbang

Mengingat :

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA - UNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG
PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOJO UNA-UNA,

a. bahwa usaha jasa dibidang pddmottan restoran dikabupaten Tojo Una-

1.

Una memiliki prospek dan peningkatan sehingga pelikelola secara
profesional,

bahwa Pengelolaan Perhotelan yang profesional akenciptakan iklim
usaha yang kondusif yang pada akhirnya akan mekapeiilampak pada
sumber pendapatan daerah melalui Pajak Hotel dstofRe;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaleslad huruf a dan
huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentaagkPHotel dan
Restoran.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun718nhtang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomorabdhan Lembaran
Negara Nomor 3696);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang perubakes Undang-
undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak DaerahRe#rbusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Na2d6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengaB#égak (Lembaran
Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Béganor 4189);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembamtidabupaten
Tojo Una-Una di Perovinsi Sulawesi Tengah (Lembatagara Tahun 2003
Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4342);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamtukeraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 N&8xolambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Peringrari{euangan
antara Pemerintah dan Pemerntah Daerah (Lembargard&Ndahun 2004
Nomor 126. Tambahan lembaran Negara Nomor 4438);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 82@6ntang

9.

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tald@# 2entang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik gsianTahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamésmor 4844);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentangk PRaerah
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 34, Tambahan asembNegara
Nomor 3691);

Peraturan Pemerintah Nomor 66, Tahun 2001 tentatgbusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Ndrh9);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentamgb&gan Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi,Péamerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indoné&aéun 2007 Nomor
82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nd#®y);

11.Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una - Una Nomaoratun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dd¢éadlipaten Tojo Una-
Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una TaB08 Rlomor 10);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan
BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

9.

Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan uresetiptahan oleh pemerintah Daerah dan
DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuaradgminsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repubtibriesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Ta845.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daseebagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Kabupaten Tojo Una-Una.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyebdisDPRD adalah Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai lteuyelenggara Pemerintahan Daerah.
Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Bengeluangan Daerah kabupaten Tojo
Una-Una.

Pajak Hotel dan Restoran yang selanjutnya diselajkPadalah Pungutan Daerah atas
pelayanan hotel dan restoran.

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan baggantuk dapat menginap atau istirahat,
memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnygatedipungut bayaran, termasuk bangunan
lainnya yang menyatu, dikelolah dan dimiliki oleinagk yang sama, kecuali untuk pertokoan
dan perkantoran.

Restoran atau Rumah Makan adalah tempat menyansanen dan atau minuman yang
disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasahka jasa boga atau Katering.

10.Pengusaha Hotel dan Restoran adalah perorangarBatlan yang menyelenggarakan usaha

hotel dan restoran untuk dan atas namanya senduiuntuk dan atas nama pihak lain yang
menjadi tanggungannya.

11. Surat Pemberitahuan Tarif Pajak Daerah yang séteygudisingkat SPTPD adalah Surat yang

digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan pertyan dan pembayaran pajak yang terutang
menurut Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

12.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya diairf§®PD adalah Surat yang digunakan oleh

wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau peryetpajak yang terutang ke Kas Daerah

atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

13.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnyagtainrSKPD adalah Surat Keputusan yang

menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yangjsatga disingkat SKPDKB adalah Surat

Keputusan yang menentukan besarnya jumlah paja tgntang, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sacksinistrasi dan jumlah yang masih
harus dibayar.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar tambafaag, selanjutnya disingkat SKPDKBT

adalah Surat Keputusan yang menentukan tambalajuatkah pajak yang ditetapkan.



16.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yangjsgteya disingkat SKPDLB adalah Surat
Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pemaayBajak karena jumlah kredit pajak
lebih besar dari pajak yang terutang atau tidakssimya terutanng.

17.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjuthgimgkat SKPDN adalah Surat Keputusan
yang menentukan jumlah pajak yang terutang samarmgs dengan kredit pajak, atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

18.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya diain§PD adalah Surat untuk melakukan
tagihan pajak atau sanksi administrasi berupaddag atau denda.

BAB I
NAMA OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Hotel dan Restoran dipungut Régek pelayanan/pengelolaan Hotel dan
Restoran.
(2) Obyek Pajak adalah setiap pelayanan/pengelolaag gisediakan dengan pembayaran dihotel
dan restoran.
(3) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (dputiel
a. Bangunan yang khusus disediakan bagi orang unfpgt eclaenginap atau istirahat;
b. Pelayanan penunjang antara lain telepon, fakstelgx, fotocopy, pelayanan cuci, setrika,
taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakandikaibla hotel;
c. Fasilitas olahraga dan hiburan, antara lain pushugaran (Fitnes Center), kolam renang,
tennis, golf, karaoke pub yang disediakan ataulalkéotel,
d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atampan dihotel;
e. Penjualan makanan dan minuman ditempat yang disiengan fasilitas penyantapan.

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

a. penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasibtapat tinggal lainnya yang tidak
menyatu dengan hotel;

b. asrama dan Pesantren;

c. fasilitas Olahraga dan Hiburan yang disediakanadelhyang dipergunakan oleh bukan tamu
hotel dengan pembayaran,;

d. pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipamRum dihotel;

pelayanan perjalanan wisata yang disediakan ole#l dan dapat dimanfaatkan oleh umum;

pelayanan jasa boga / catering;

=

Pasal 4
(1) Subyek pajak hotel dan restoran adalah pribadi btalan yang melakukan pembayaran atas
pelayanan hotel dan atau restoran.
(2) Wajib pajak hotel dan restoran adalah pengusaled tah atau restoran.

BAB II1
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5
Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaramdyjlakgkan kepada hotel dan atau restoran.
Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh pgersen



BAB 1V
WILAYAH PUNGUTAN DAN CARA
PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

(1) Pajak yang terutang dipungut diwilayah Daerah Kabem Tojo Una-Una.
(2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mikagatarif sebagaimana dimaksud dalam
pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dinaaksodpasal 5.

BABV
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamatigtapkan oleh dengan Peraturan Bupati
sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajalateyut

Pasal 9

Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satunt takwin kecuali bila wajib pajak
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan takwin.

Pasal 10
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada séatgnan dihotel dan restoran.
Pasal 11

(1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harugleiigan jelas, benar dan lengkap serta
ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetaplemgan peraturdBupati.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalamidasahat (1), Bupati menetapkan pajak
terutang dengan menerbitkan SKPD.

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (&k tedau kurang dibayar setelah lewat
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPierima dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebularntadgih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 13

(1) Wajib pajak mengisi sendiri SPTPD sebagaimana dsomhklalam pasal 11 ayat (1) digunakan
untuk menghitung memperhitungkan dan menetapkak ggndiri yang terutang.

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saataenya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
a. SKPDKB;
b. SKPDKBT;
c. SKPDN.



(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurii€ebdkan :

a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau ketamdagh pajak yang terutang tidak atau
kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi kerbpnga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tdvktnadibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat ) bulan dihitung sejak tematangnya pajak;

b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka wgkhg ditentukan dan telah ditegur
secara tertulis dikenakan sanksi administrasi leebymga sebesar 2 % (dua persen) sebulan
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat yhbbaintuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat tegriga pajak;

c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhialpayang terutang dihitung secara
jabatan, dan dikenakan sanksi adminstrasi berupaikan bunga sebesar 25 % (dua puluh
lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi athtnasi berupa bunga sebesar 2 % (dua
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang sgdambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat ) bulan dihiturjgkseaat terutangnya pajak;

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurditdybitkan apabila ditemukan data
baru atau data yang semula belum terungkap yangehabhkan penambahan jumlah pajak yang
terutang, akan dikenakan sanksi administrasi bekepaikan sebesar 100 % (seratus persen)
dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurutecbitkan apabila jumlah pajak yang
terutang sama besarnya dengan jumlah kredit p&gakpajak tidak terutang dan tidak ada kredit
pajak.

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam [3KB dan SKPDKBT sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak ataaktgkpenuhnya dibayar dalam jangka waktu
yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitk&RLCS ditambah dengan sanksi administrasi
berupa bunga 2 % (dua Persen) sebulan.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau terd@ga yang ditunjuk oleh dengan
Peraturan Bupati sesuai waktu yang ditentukan d&@&nPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT
dan STPD.

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat laingyditunjuk hasil penerimaan pajak harus
disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x @ gtau dalam waktu yang ditentukan
dengan Peraturan Bupati.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada agstn(1?) dilakukan dengan menggunakan
SSPD.

Pasal 15

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus ataslun

(2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajjak pantuk mengangsur pajak terutang
dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi peatya yang ditentukan.

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud gada(2), harus dilakukan secara
teratur dan berturut-turut dan dikenakan bungasseb2 % ( dua persen ) sebulan dari jumlah
pajak yang belum atau kurang dibayar.

(4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajik pantuk menunda pembayaran pajak
sampai batas waktu yang telah ditentukan setelahemehi persyaratan yang ditentukan dengan
dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jupdgk yang belum atau kurang dibayar.

(5) Persyaratan untuk mengangsur dan menunda pembageatantata cara pembayaran angsuran
dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayan(2yala(4), ditetapkan oleh Bupati.
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Pasal 16

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dpksal 15 diberikan tanda bukti
pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran tduku penerimaan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan PeraBupati.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Suratyiang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujah)siejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Suratufag atau Surat Peringatan atau Surat lain
yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yangang.

(3) Surat Teguran. Surat Peringatan atau surat laig g&@jenisnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 18

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidéiknasi dalam jangka waktu sebagaimana
ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringdtal surat lain yang sejenis, jumlah pajak
yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah 2dw@ua puluh satu) hari sejak tanggal
Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Suragdain sejenis.

Pasal 19

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasiadaljangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal
pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera memaarBitkat Perintah Melaksanakan penyitaan.

Pasal 20

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belugajmelunasi utang pajaknya setelah lewat 10
(sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan SuratntBbri melaksanakan penyitaan, Pejabat
mengajukan permintaan penetapan tanggal peleldmypata Kantor Lelang Negara.

Pasal 21

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, &angan, dan tempat pelaksanaan lelang, Juru
Sita memberikan dengan secara tertulis kepada Bupat

Pasal 22

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakantuln pelaksanaan penagihan pajak daerah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 23

(1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapatbegkan pengurangan, keringanan dan
pembebasan pajak;

(2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dabgbaisan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
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BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINSTRASI

Pasal 24

(1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan wgpli papat :

a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalaenegbitannya terdapat
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekalidalam penerapan peraturan perundang-
undangan Perpajakan Daerah,;

b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajaktigaigbenar;

c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administeaspa bunga, denda dan kenaikan
pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut @ilekan kahilafan wajib pajak atau bukan
karena kesalahannya.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangantapate dan penghapusan atau
pengurangan permohonan pembetulan, pembatalanjaeiggm ketetapan atau penghapusan
atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, DEBP SKPDKBT,dan STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disaampsécara tertulis oleh wajib pajak kepada
bupati, atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tigauhp hari sejak diterimanya SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasag yelas.

(3) Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulankssjaat permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diterima, sudah harus memebrikantksan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaiendimaksud pada ayat (3) Bupati atau
Pejabat tidak memeberikan keputusan, permohonarbgiaetan, pembatalan, pengurangan
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sdmisisdrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 25
(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kelpaplati atau Pejabat atas suatu:

a. SKPD;
b. SKPDKB,;
c. SKPDKBT;
d. SKPDLB,;
e. SKPDN;
f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga keidgas peraturan perundang-undangan

Perpajakan yang berlaku.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud padélayeatrus disampaikan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) budgakgtanggal, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, atanggal pemotongan / pemungutan oleh
pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (Igatlealas an yang jelas, kecuali apabila
wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka wakiuidak dapat dipenuhi karena keadaan
diluar kekuasaannya.

(3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling la2ddua belas) bulan sejak tanggal surat
permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada(3jyatiterima, sudah memberikan
keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) buldragaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati
atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohatzeratan dianggap dikabulkan.

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud padélayidiak menunda kewajiban membayar
pajak.



Pasal 26

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada BadsnydResaian Sengketa Pajak dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanyaukegan keberatan.

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada gy@dglk menunda kewajiban membayar
pajak.

Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimakdadhddasal 25 atau banding sebagaimana
dimaksud dalam pasal 26 dikabulkan sebagian atawrubeya, kelebihan pembayaran pajak
dikembalikan dengan ditambah imbalan sebesar 2@ fdrsen) sebulan untuk paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembladilebihan pembayaran pajak kepada
Bupati atau Pejabat.yang berwenang

(2) Bupati atau Pejabat yang berwenang dalam jangk&uvpeling lama 12 (dua belas) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pganba pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada(dyalilampaui Bupati atau Pejabat tidak
memberikan keputusan permohonan pengembalian kalebpembayaran pajak dianggap
dikabulkan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktunmalama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainrkglebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkankuntelunasi terlebih dahulu utang pajak
dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukéandwaktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan sumatintah membayar kelebihana pajak
(SPMKP).

(6) Apabila kelebihan pengembalian pajak dilakukan Isktelewat 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB Bupati atau pejabat pemehnte&emberikan imbalan bunga sebesar 2
% (dua persen) sebulan atas keterlambambatan pbatiamkelebihan pajak.

Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkengdn utang pajak lainnya, sebagaimana
dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), pembayaran diakwdengan cara pemindah bukuan juga
berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII
DALUWARSA

Pasal 30

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak Daluwarsa adetelelampaui jangka waktu 5 (lima)
tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak keagabila wajib pajak melakukan tindak
pidana dibidang perpajakan Daerah.

(2) Daluwarsa penagihan pajak sebagai dimaksud pad#&lgayartangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran dan surat paksa atau

b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baigsang maupun tidak.

c. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindanpi@ajak Daerabh;

d. Memanggil orang untuk didengar keterangannya daeriflisa sebagai tersangka atau saksi;



BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 31

(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil terntentungdungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukasigi&an tindak pidana dibidang Pajak
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangomM8nTahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada dgatu) pasal ini adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti ketgaia atau laporan berkenaan dengan
tindak pidana dibidang Pajak Daerabh;

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan meaigorang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehahudgngan tindak pidana Pajak
Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang grilatau badan sehubungan dengan
tindak pidana dibidang Pajak Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain bere dengan tindak pidana dibidang
retribusi daerah.

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahati peibukuan, pencatatan dan
dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadbarbbukti tersaebut .

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksahagas penyidikan tindak pidana
dibidang Pajak Daerah;

g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggatkangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksatadentiang dan atau dokumen yang
dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Menghentikan penyidikan;

I. Melakukan lain yang perlu untuk kelancaran penwdikindak pidana dibidangan Pajak
Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jeavab

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasalameberitahukan dimulainya penyidikan
dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penumwm, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mentditab Undang-Undang Hukum
acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

(1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyakapaPTPD atau mengisi dengan tidak
benar atau tidak lengkap, atau melampirkan ketararygng tidak benar sehingga merugikan
keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana lkamypaing lama 6 (enam) bulan dan atau
dendan paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puhah Juta rupiah).

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyamp@karPD atau mengisi dengan tidak benar
atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidag benar sehingga merugikan keuangan
Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara palimg 6 (enam) bulan dan atau denda paling
banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)

Pasal 33
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasalddk tituntut setelah melampaui jangka

waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutang pajialk berakhirnya masa pajak atau berakhirnya
bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.



BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34
(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan r&faeini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengantifaraBupati.
(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka sdégdatuan-ketentuan yang bertentangan
dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak beizd.
Pasal 35
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalddingkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintgpdémagundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupaterihagjdJna.
Ditetapkan di Ampana
padatanggal 12 Agustus 2008
BUPATI TOJO UNA-UNA,
TTD + CAP
DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampama
pada tanggal 13 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Ir. CHAERULLAH LAMORO, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 570 004 575

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2008 NDMOR 15
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan bergulirnya Otonomi Daerah yang Implemenyasiberdasarkan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telentransformasikan kewenangan
pemerintah kepada pemerintah Daerah yang salah dsamgaranya melakukan pungutan yang
berbentuk Pajak dan Retribusi Daerah.

Hal tersebut menjadikan suatu sumber pendapatandaskah yang Implementasi dan
Outputnya dapat menjadi sumber pembiayaan dalagkaaRembangunan dalam penyelenggaraan
Pemerintah Daerah.

Sala satu sektor yang dapat menjadi sumber pendatsmpembiayaan adalah Pajak Hotel
dan Restoran, sehingga untuk menjamin Accountabitin ketertiban pelaksanaan pungutan sektor
Pajak perlu dilakukan pengaturan yang harus ditkkteamgalam bentuk Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel dan Restatak hanya semata-mata Implementasi
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemb&ant®aerah juga merupakan penjabaran
atau Lex Specialis DeRogat legi generalis dari Wgeddndang nomor 34 tahun 2000 tentang
pembatalan atas Undang-Undang nomor 18 Tahun 18&%&ng Pajak Daerah sehingga perlu
diselaraskan dengan karakteristik dan kemampuangekupajak Daerah yang dilahirkan atas
kesepakatan dan persetujuan bersama sebagai wajulletiendak kolektifitas masyarakat dalam
bentuk Peraturan Daerah.

[I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 . Cukup jelas
Pasal 2
ayat (3) butira : Bangunan adalah konstrukshitek/ang ditanam atau dilekatkan
secara tetap pada tanah atau perairan.
Pasal 3
butir a : Penyewaan rumah atau kamar dimaksud lageayewaan rumah
atau kamar yang tidak menyatu dengan hotel dak trdenyediakan
fasilitas seperti hotel
Pasal 4
ayat (2) : Pengusaha hotel dan restoran adalamg goarorang atau badan

yang mengolah dan bertindak sebagai pengusahadwaitelestoran
sekaligus sebagai penanggung pajak.

Pasal 5 . Dengan perkataan “pembayaran” tidak dafignasukkan semua
kamar atau harga makan dan minum saja, melainkamalu
keseluruhan pembayaran selam menginap, makan, nianntain-

lain.
Pasal 6 : Besarnya tarif pajak hotel dan restodgmtung dari jumlah
pembayaran secara keseluruhan dikalikan tarif pajak
Pasal 7 . Cukup jelas.
Pasal 8
ayat (2) . Pejabat adalah pegawai yang diberi stugartentu dibidang

perpajakan Daerah dan atau Retribusi sesuai depgeaaturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9 : Tahun pajak adalah sama dengan tahwintgkng jangka waktu
lamanya dari tanggal 1 Januari s/d 31 Desember.
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Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal

Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal

Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal

Pasal
Pasal

10
11
12
13
14
15
16
17
16
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33

34
35

ayat (2) (c)

. Cukup jelas.

. Cukup jelas.

. Cukup jelas.

. Cukup jelas.

. Cukup jelas.

. Cukup jelas.

. Cukup jelas.

. Cukup jelas.

: Cukup jelas.

. Surat Perintah melaksanakan penyitaanbitkan oleh pejabat
setelah pemberitahuan surat paksa diteima/diketaleh wajib
pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam.

. Cukup jelas.

. Cukup jelas.

: Cukup jelas.

. Cukup jelas.

: Cukup jelas.

. Cukup jelas.

. Surat Keputusan dimaksud adalah Sweptitisan menerima atau
menolak sebagian atau seluruh keberatan yang diajaleh wajib
pajak

. Cukup jelas.

. Cukup jelas.

. Cukup jelas.

. Cukup jelas.

. Cukup jelas.

. Cukup jelas.

: Dimaksud barang bulkdiah sudah termasuk dokumen perpajakan
yang digunakan untuk menjadi Alat bukti pada tingkersidangan.
. Cukup jelas.

. Cukup jelas.
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